BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMORS] TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024-2026

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan pembangunan serta memberi pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2024, perlu menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026;

Mengingat  : | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42806);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 4700); l :
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); ‘]




s

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor
1447);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24.Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun
2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 34);

25.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 45);

26.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
S4);

27 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 JLembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

28.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65); { u’
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29.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor
25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 152);

30.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

31.Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023
Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024-
2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026,
selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen
peréencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman
pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2024-2026 dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan /atau  urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:
a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
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Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Dinas Sosial;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dinas Ketahanan Pangan;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Pemuda dan Oahraga;

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perikanan;

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

. Badan Penapatan Daerah

cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Aparatur;

dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

ff. Kecamatan Sinjai Utara;

g8. Kecamatan Sinjai Selatan:

hh. Kecamatan Sinjai Barat;

ii. Kecamatan Sinjai Timur;

1. Kecamatan Sinjai Tengah;

kk. Kecamatan Sinjai Borong;

. Kecamatan Bulupoddo;

mm. Kecamatan Tellulimpoe;

nn. Kecamatan Pulau Sembilan; dan

oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Srpmmoan g
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(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

(3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. &




.
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Diundangkan di Sinjai

_sQ
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR §1 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SINJAI TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024-2026

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang
selanjutnya  disingkat dengan Renstra PERANGKAT DAERAH
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3
(tiga) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas
Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra PERANGKAT DAERAH
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPD Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 44 Tahun 2023. Sejalan
dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra
PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPD. Ruang lingkup
Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan
kegiatan tahun 2024-2026, sesuai dengan RPD dimaksud.

Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum peényusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2024-2026 adalah:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822;

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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S. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kalli,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

10.

11.

12,

13.

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578,

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664):




14.

15.

16.

17,

18.

19,

20.

21.

22,
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5655;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dj Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019

Nomor 1447); {




23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

R0

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781),

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 34);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan
Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
34);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-
2025 )Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
115);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
65);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 162);

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);
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1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2024-2026
dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH
berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2024-2026 dalam rangka
mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah
(PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024-2026;

2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB I1 : GAMBARAN PELAYANAN
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BABIV  : TUJUAN DAN SARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII  : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP

P
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BAB III
RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan,;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Dinas Sosial;

0. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

11. Dinas Ketahanan Pangan;

12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

15. Dinas Perhubungan;

16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

19. Dinas Pemuda dan Oahraga;

20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,;

21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

22. Dinas Perikanan;

23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;

24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;

26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

28. Badan Penapatan Daerah

29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Aparatur;

30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

32. Kecamatan Sinjai Utara;

33. Kecamatan Sinjai Selatan;

34. Kecamatan Sinjai Barat;

35. Kecamatan Sinjai Timur;

36. Kecamatan Sinjai Tengah;

37. Kecamatan Sinjai Borong;

38. Kecamatan Bulupoddo;

39. Kecamatan Tellulimpoe;

40. Kecamatan Pulau Sembilan;

41. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

42. Rumah Sakit Umum Daerah.
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PERANGKAT DAERAH)
Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan
strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPD Kabupaten
Sinjai Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai
Nomor 44 Tahun 2023.

Melalui penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan
dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan
kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target
sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024, sehingga

akan terwujud cita-cita "Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Pemerataan
Pembangunan yang berkelanjutan”.
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